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Abstrak

Penulisan Skripsisini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi program
Kartu Pegawait Negeri Sipil_Elektronik (KPE) di Badan Kepegawaian Daerah Keta Pontianak belum terlaksana
dengan optimal. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan implementasi KPE di Kota Pontianak belum
berjalan optimal sesuiai. dengan Peraturan BKIN No.7 tahun 2008, "Penelitian ini menggunakan model penelitian
kualitatif dengan subjek penelitian implementor program KPE di K ota Pontianak.

Kesimpulan dalam ‘penelitian ini adalah, kurang optimalnya implementasi program KPE ‘di Badan Kepegawaian
Daerah Kota Pentianak karena jumlah staf yang hanya 3 (tiga) orang saja sebagai petugas dari pelayanan KPE di
Kota Pontianks kurangnya sosialisasi tentangs penggunaan . KPE di Kota Pontianak, mesin atm Khusus KPE yang
sampai saat ini belum ada di Kota Pontianak serta kurangnaya komunikasi antara BKD Kota Pontianak dengan BKN
dan Pegawai"'yang ada di Kota Pontianak. Untuk:itu rekomendasi kebijakan adalah memperlancar komunikasi antara
pihak-pihak yang terkait di dalam implementasi KPE di Kota Pontianak, menambah jumlah petugas yang mengurusi
permasalahan KPE, mengadakan sosialisasi agar seluruh pegawai di Kota Pontianak mengetahui fungsi dan
bagai mana penggunaan KPE di Kota Pontianak.

Kata-kata Kunci : Implementasi, Kartu PNS Elektronik, [Pegawai

THEIMPLEMENTATION OF CIVIL SERVANT ELECTRONIC CARD (KPE) IN THE
REGIONAL EMPLOYMENT BOARD PONTIANAK (BKD

Abstract

The writing of this thesis is aimed to identify the factors that caused the implementation of Civil Servant Electronic
Card or in Indonesia caled as Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) in the Regional Employment Board
Pontianak City (BKD) could not optimally be.done. The writing ‘of thisithesisiis based on the problems of the
implementation of the KPE in Pontianak which has net run optimally in accordance with the regulations of BKN No.
7 year 2008. This research is a qualitative research with the implementer of the KPE program in Pontianak as its
samples.

Conclusion in this research is, the suboptimal implementation of the KPE program in the Regional Employment
Board Pontianak is because there are only 3 people as the staffs to serve in KPE program in Pontianak City, the lack
of socialization about the use of the KPE in Pontianak City, there hasn’t been special ATM machine for KPE in
Pontianak City, and the lack of communication between the Regional Employment Board Pontianak City with the
National Employment Board and the employees in Pontianak City. Some policies that are recommended to solve the
communication problems in the implementation of KPE is, adding more staff to handle the KPE and perform the
socialization about KPE so al employees in Pontianak City get the function and the using of KPE in Pontianak.

Keywords: Implementation, Civil Servant Electronic Card, Employee
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pegawai Negeri Sipil atau Civil
Servant merupakan salah satu organ penting
bagi eksistens suatu negara, keberadaan
Pegawal Negeri Sipil selain sebagai~bagian
dari eksekutif juga terdapat” pada organ-
organ kenegaraan lainnya seperti lembaga
yudikatif maupun lembaga ‘legidatif. PNS
dituntut untuk selalu memberikan pelayanan
terbaik ‘bagi masyarakat, untuk menunjang
kinerja yang lebih optimal maka pemerintah
memberikan fasilitas melalui program Kartu
PNS Elektronik kepada Pegawa Negeri
Sipil. KPE merupakan Kartu identitas PNS
yang memuat data Pegawal Negeri Sipil dan
elektronik. KPE
diterbitkan sebagal pengganti kartu pegawal

keluarganya secara

untuk s memudahkan pelayanan kepada
Pegawal: Negeri Sipil, penerima.pensiun
PNS dan_ keluarganya.. Berdasarkan dari
Peraturan Kigpala BKN No:7Z-pasal 8 Tahun
2008 pelayanan KPE meliputi ; layanan
berupa gaji, kesehatan, pensiun, tabungan
hari tua, tabungan “perumahan, transaksi
keuangan/perbankan dan layanan lainnya.
Berdasarkan keadaan di lapangan,
penelitit  menemukan bahwa di Kota
Pontianak, pegawai yang memiliki KPE
belum sepenuhnya merasakan fungsi KPE
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yang telah dicantumkan pada Pasa 8
tersebut.Fungs KPE di Kota Pontianak
hanyalah sebagal aat untuk mengambil
ggji.Hal ini tentunya tidak sesuai dengan
peraturan BKN No.7 tahun 2008, yang
seharusnya manfaat dari KPE tersebut bisa
dirasakan semua masyarakat Indonesia tetapi
di Kota Portianak belum optimal. KPE
mulai diberlakukan di-Kota Pontianak sejak
tahun 2011 dan sampa saat.ini juga belum
ada kejelasan mengapa peraturansBKN No.7
tahun 2008 tersebut belum % dapat
dilaksanakan di Kota Pontianak. Selain‘itu,
data yang peneliti dapatkan dari Badan
Kepegawaian Daerah Kota Pontianak ialah
masih ada sekitar 25% pegawai Pemkot
Pontianak yang belum mendapatkan KPE
hingga saat ini.

Selain itu, berdasarkan keadaan di
lapangan juga ditemukan beberapa kendala
terkait implementasi Kartu Pegawal Negeri
Sipil Elektronik (KPE) di Kota Pontianak
diantaranya belum adanya mesin atm khusus
untuk penggunaan KPE di SKPD yang ada
di Kota Pontianak sehingga fungsi-fungsi
yang ada di dalam Peraturan BKN No.7
tahun 2008 belum dapat terlaksana dengan
optimal. Selanjutnya, belum ada sosialisasi
tentang fungsi dari KPE yang menyebabkan
pegawa di Kota Pontianak belum
mengetahui mengapa dan apa fungs KPE
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dikeluarkan serta  bagamana  cara
penggunaan dan cara pengajuan KPE baru
jika KPE mengalami masalah juga belum
diberitahukan kepada pegawai yang ada di
Kota Pontianak. Hal tersebut tentunya dapat
menghambat implementasi KPE yang ada di
Kota Pontianak karena masih belum ada
kesigpan dari segi sumber daya maupun
informasi tentang pentingnya Kartu Pegawai
Negeri Sipil Elektronik untuk digunakan di
K ota Pontianak.

Berangkat ‘dari’ data dan keadaan di
lapangan yang telah penulis paparkan, maka
penulis tertarikeuntuk melakukan penelitian
dengan judul “Implementasi Program Kartu
Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) di
Badan “Kepegawaian Daerah  Kota

Pontianak™.

2. ldentifikas Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang,
peneliti melihat beberapa masalah terkait
Implementas
Elektronik di' BKD Kota Pontianak, yaitu
implementasi program KPE di BKD Kota
Pontianak belum berhasil.dilihat dari fungsi
KPE berdasarkan peraturan kepala BKN
No.7 tahun 2008 tidak terlaksana

program Katu  PNS

Vini Septika Mega Sari, NIM. E42011006

http://jurmafis.untan.ac.id

3. Fokuspendlitian

Agar penulisan ini tidak meluas,
maka dalam penelitian ini peneliti lebih
memfokuskan penelitian pada faktor-faktor
yang mempengaruhi implementasi program
KPE di
Pontianak.

Badan Kepegawaian Kota

4. 'Rumusan Per masalahan

Faktor-faktor apakah yang
menyebabkan implementasi program Kartu
PNS" Elektronik  (KPE) di "Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak
belum berhasil ?

5. Tujuan Pen€litian

Tujuan yang akan dicapa dari
pendlitian ini adalah untuk mengidentifikasi
faktor-faktor yang menyebabkan
implementasi
Elektronik. (KPE) di Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) belum terlaksana dengan

optimal.

program Kartu PNS

6. Manfaat Penelitian
a) Manfaat Teoritis
Dengan Penelitian ini  diharapkan
dapat memberikan masukan bagi
pengembangan ilmu  pemerintahan
dibidang kebijakan
publik.

implementasi
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b) Manfaat Praktis
Sebagal bahan masukan untuk Badan
K epegawaian Daerah K ota Pontianak.

B. KERANGKA
METODELOGI

TEORI DAN

1. Kerangka Tegri

Kebijakan publik adalah keputusan-
keputusan yang mengikat bagi orang banyak
pada tataran strategis atau bersifat garis
besar yang dibuat oleh pemegang otoritas
publik.Sedangkan implementasi kebijakan
publik dapat™ diartikan sebagal aktivitas
penyelesaian - atau
kebijakan publik yang telah
ditetapkan/disetujui  dengan  penggunaan

pelaksanaan  suatu

sarana (alat) untuk mencapai tujuan
kebijakan. Untuk mencapai keberhasilan
implementasi  kebijakan maka ditentukan
oleh banyak variabel —atau faktor, dan
masing-masing variabel -tersebut  saling
berhubungan ‘satu sama lain. Seperti dalam
pandangan Edwards 11 (dalam Subarsono,

2005:90), implementas kebijakan
dipengaruhi oleh empat variabel, yakni :
Komunikasi
Sumber Daya
Disposisi

Struktur Birokrasi
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2. Metode Pendlitian
Jenis Pendlitian ini  menggunakan

jenis penelitian deskriptif dengan metode

kualitatif.Penelitian ini bermaksud
mengidentifikasikan serta mendeskripsikan
hal-hal yang mendalam  mengenai

implementasi “=program Kartu Pegawai
NegeriiSipil Elektronik,(KPE) di BKD Kota
Pontinak

Teknik pengumpulan data
menggunakan observasi untuk mengamati
secara langsung fenomena maupun kondisi
real yang ada di lapangan yang berkaitan
dengan penelitian untuk mendapatkan data
yang  diperlukan
implementasi KPE di BKD Kota Pontianak
dengan menggunakan instrument yaitu

berkaitan.  dengan

checklist dan kamera. Wawancara adalah
pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi.. melalui tanya jawab yang
berkaitan dengan.. implementasi. program
KPE di BKD. Kota Pontianak, dilakukan
dengan implementor dan target groups dari
program KPE ini. instrument yang
digunakan ialah pedoman wawancara dan
tape recorder. Selanjutnya dokumentas,
yaitu data atau informasi yang berkaitan
dengan Data PNS pengguna KPE, MOU

program KPE dan SOP program KPE.
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Teknik Andisis Data dijabarkan
daam tiga langkah yaitu Reduksi Data
berguna untuk merangkum semua data yang
diperoleh memilih dan memfokuskan kepada
hal penting, dicari tema dan
polanya.Selanjutnya penygjian data setelah
data tersebut di reduks, yang~ mana
penyajian data ini dapat berupa gambar agar
lebih mudah untuk .difahami. Setelah itu,
dibuat kesmpulan awa "yang™ bersifat
sementara dan akan berubah bila ditemukan
bukti-bukti yang kuatyang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya
Kemudian teknik keabsahan data yang
digunakan oleh peneliti adalah triangulas
sumber dan teknik.Hal ini dimaksudkan agar
tercapai titik jenuh dalam pengumpulan data.

C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Selama  penelitian— berlangsung,

peneliti telah mendapatkan “data primer
maupun sekunder. yang kemudian peneliti
menganalisis serta “menguji  keabsahan
datanya. Adapun hasil penelitian ini, penelit
mendeskripsikan berdasarkan empat faktor,

yaitu :
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1) Komunikasi
Komunikas terdiri dari beberapa
indikator yaitu transmisi, keelasan dan
konsistensi. Transmisi disini
menyangkutbanyaknya penyampaian kepada
banyaknya hirarki  birokrasi  sehingga
biasanya. banyak terjadi distorss dan
mengakibatkan=komunikasi langsung tidak
berjalan efektif. Miskomunikasi sering
terjadi ‘disini baik itu antara.petugas dengan
pengguna KPE, "ataupun petugas dengan
pihak-pihak yang berwenang
lannya.Kegelasan yakni.. perintah yang
diberikan harus dirincikan« kapan atau
bagaimana sebuah program dilakukan.Hal
ini | tidak terdapat masaah.Selanjutnya
konsistens yaitu program yang berjdan
harus sesui dengan petunjuk yang konsisten
dalam pelaksanaannya.
2) Sumber Daya
Sumber daya terdiri dari staf,
informasi, wewenang dan fasilitas.Staf yang
cukup memadal dan berkualitas
dibidangnuya tentulah dapat menjalankan
kebijakan tersebut dengan baik.Sedangkan
informasi ialah-"berkenaan  dengan
bagaimana melakukan sebuah kebijakan dan
data dalam bentuk

pemerintah.Selain itu pula disebutkan bahwa

peraturan

wewenang juga harus jelas dan telah
memiliki batas-batas yang telah ditentukan
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yang mana sgja menjadi wewenang dari
implementor yang mana yang bukan menjadi
wewenangnya.K etersediaannya fasilitas
ataupun segala macam peralatan yang dapat
menunjang suatu kebijakan tersebut dapat
berjalan dengan baik juga menjadi sangat
penting.

Adapun beberapa .~Kendala yang
ditemuai yaitu keterbatasannya staf yang
menangani masalah KPE _yakni berjumlah 3
orang saja untuk memangani 6861 orang
PNS di Kota Pontianak. Sedangkan. dari
indikator informasi, ditemukan pula kendala
yaitu kurangnya sosidisas terhadap
penggunaan KPE. Pada indikator wewenang,
peneliti melihat bahwa wewenang yang
diberikan'telah jelas dan terdapat diperaturan
tertulis sehingga dapat
dipertanggungjawabkan atas wewenang
tersebut.Dari  poin  fasilitas,  pendliti
menemukan titik terang mengapa fungsi dari
KPE hingga saat ini belum dapat berjalan
optimal diy Kota Pontianak, ha ini
dikarenakan ‘belum adanya’ mesin. atm
khusus yang telah dijanjikan dari beberapa
tahun yang lalu sehingga.fungsi-fungsi dari
KPE belum dapat dilaksanakan seutuhnya di
K ota Pontianak.

3) Disposisi
Pada Faktor disposiss memiliki

indikator penilaian dari  pengangkatan
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birokrass  yakni  pemilihan  persone
pelaksana kebijkan ialah harus orang-orang
yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang
telah ditetapkan dan dalam hal insentif yaitu
dengan tambahan biaya tertentu mungkin
akan menjadi pendorong yang membuat para
pelaksana mengalankan perintah dengan
baik.

Pada pengangkatan birokrasi, pendliti
melihat" telah baik dan*-sesuai dengan
prosedur yang ada . Sedangkan untuk masalah
intensif untuk menunjang kinerja yang lebih
baik, Pemerintah Kota  Pontianak
memberikan sgjumlah uang kepada tim yang
terlibat sebesar 300-400ribu per
orang.Berdasarkan penelitian“dapat dilihat
bahwa pada faktor disposisi tidak ditemui
permasal ahan.

4) Struktur Birokras

Pada faktor struktur birokrasi ini
menyangkut dua hal yang diteliti yaitu SOP
dan Fragmentasi. SOP disini dimaksudkan
agar lebih mempermudah pelayanan KPE
bak melayani KPE yang bermasalah
maupun pengajuan KPE baru bagi CPNS
Kota Pontianak, .menghemat waktu dan
sumber daya. Sedangkan fragmentasi yakni
berkenaan dengan pembagian tanggung
jawab suatu kebijakan kepada beberapa

badan yang berwenang.
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Hasil penelitian di dapatkan bahwa
SOP yang ada di BKD Kota Pontianak sudah
jelas dan dapat dengan mudah di dapatkan
jika pegawai yang ingin mengurus KPE
langsung bertanya kepada
petugas.Sedangkan pada poin fragmentasi
tidak ditemui kendala karena setiap.individu
yang bertugas telah mengetahti apa-apa sgja
yang telah menjadi tanggung jawabymereka
dan siap untuk-mempertanggung Jawabkan

Kinerjanyamereka. .

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a.' Kesmpulan
1. Pada point komunikasi, terdapat tiga
penilaian yakni transmisi, kejelasan
dan konsistensi. Transmisi berkaitan
dengan informasi yang disampaikan
terlalu banyak hirarki birokrasinya
sehingga tentunya tetap pernah
terjadi  miskomunikas___ didalam
proses” implementasi. KPE ;di. Kota
Pontianak karena jika kita perhatikan
birokrasi yang ada dalam
implementasi KPE ini berbelit-belit.
Selanjutnya pada poin keelasan,
BKD Kota Pontianak mengakui telah
jelas atas semua peraturan yang
dikeluarkan BKN  berhubungan
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dengan pelaksanaan KPE di Kota
Pontianak. Terakhir, berhubungan
dengan konsistens suatu program
dalam penelitian ini ialah program
KPE yang dikeluarkan oleh BKN,
masyarakat menilai telah baik adanya
KPE dan harus tetap dilanjutkan
tetapi harus dilakukan evaluas untuk
memperbaiki “wyang kurang dan
mempertahankan yang baik, sebagai
contoh evaluasi dalam ‘penggunaan
fungss KPE yang sampa Saat ini
Peraturan BKN No.7 tahun 2008
belum bisa diterapkan-seluruhnya |di
K ota Pontianak.

. Pada faktor sumber “daya ditemui

beberapa masalah yakni dari jumlah
staf yang kurang disertai dengan
dualisme pekerjaan dalam | satu
bidang, adapun staf yang menangani
KPE di Kota Pontianak ialah"2 orang
yang dikepala oleh 1 orang sehingga
totalnya ialah 3 orang. Dari jumlah
tersebut.  tentunya tidak memadai
untuk menangani i pegawai  Kota
Pontianak ..yang berjumlah 6861
orang. Selanjutnya pada poin
informasi, sosialisasi yang berkaitan
tentang penyampaian penggunaan
KPE dan fungs nya kepada pegawai
Pemkot Pontianak belum pernah
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dilakukan. Pada poin fasilita, masih
sangat minim sehingga fungsi yang
ada di KPE yang sesuai dengan
peraturan BKN No.7 tahun 2008
belum bisa dilaksanakan seluruhnya
d Kota Pontianak. Pada poin
wewenang tidak ditemui
permasalahan karena™ BKD Kota
Pontianak telah berpedoman_pada
MOU, _sehingga . seluruh *prosedur
kerja’ serta batasan-batasan kerjaan
telah mereka™ketahui dan mereka
patuhi.

. Pada ~faktor disposisi, dua poin
penilaian yaitu pengangkatan
birokrasi dan pemberian insentif.
Pada poin pengangkatan birokrasi
ditemui kendala tetapi tidak terlalu
berpengaruh  yaitu  penunjukan
petugas KPE yang tidak melewati
selekss melainkan hanya kebetulan
sga ketika KPE berlaku di Kota
Pontianak. Sedangkan _pada poin
pemberian insentif kepada, petugas
yang menangani KPE tidak ditemul
masal ah.

. Struktur birokrasi sudah bak dan
tidak ditemui masalah. SOP yang
sudah jelas serta pembagian
tanggung jawab kepada tiap-tiap
badan yang berwenang telah sesual
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dengan peraturan yang ada dan dapat
dipertanggungjawabkan  pekerjaan
yang telah dilakukannya.
Fragmentasi yang ada telah baik,
BKD Kota Pontianak juga telah
mengetahui apa sga yang harus
dikerjakannya terkait dengan
pelayanan yang menyangkut Program
KPE di Kota, Pontianak dengan
berpedoman pada MOU serta bisa

dipertanggung jawabkan kinerjanya.

b. Saran
1. BKD harus &ktif s berkoordinasi

dengan BKN agar mpelementas
KPE yang ada di Kota, Pontianak
dapat berjalan seperti peraturan BKN
No.7 tahun 2008. BKD" harus bisa
menambah jadwal kunjungan kepada
BKN yang semulanya setahun 2 kali
menjadi setahun 5 kali dan yang
dibicarakan bukan hanya
menyangkut permohonan. KPE yang
baru sgja melainkan selalu bertanya
kapan' fungs KPE jyang ada pada
peraturan BKN No.7 tahun 2008
dapat-diterapkan di Kota Pontianak
seperti yang telah diterapkan di
Jakarta ataupun Pulau Jawa.

. BKD harus mengadakan sosialisasi

tentang penggunaan KPE dan fungsi
yang ada di KPE agar PNS Pemkot
8



Pontianak mengetahuinya  dan
mendukung adanya KPE ini untuk
diterapkan di Kota Pontianak, bukan
hanya melayangkan surat kepada
kepala SKPD ataupun kas untuk
disebarluaskan kepada pegawai yang
ada di SKPD nya, karena hal-tersebut
tidak efektif dan_hanya segdintir
orang sgja yang tahu akan fungsi dari
KPE ini.-Jadi, seharusnhya BKD Kota
Pontianak  membuat  sosialisas
khusus kepada'seluruh pegawal' yang
ada di Kota Pontianak dengan jadwal
beberapa hari yang memang
dikhususkan untuk membahas semua
tentang Kartu PNS Elektronik serta
fungs dan tata cara penggunaannya
di Kota Pontianak.

. Menambah petugas KPE, karena 3
orang sga tidak cukup untuk
menangani 6861 orang PNS yang ada
di ‘Kota Pontianak. Seperti yang telah
dijelaskan di bab pembahasan bahwa
petugas yang melayani; untuk
masalah KPE ini hanya 2 orang dan 1
kass dari “subbidang Andisis
Kepegawaian dan Dokumentasi maka
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pihak yang berwenang terkait dengan
program KPE di Kota ontianak, yang
merekap semua administrasi pegawai
Kota Pontianak yang mengajukan
KPE dan yang belum mendapatkan
KPE, serta penanggung jawab atas
program KPE di Kota Pontianak.

. SOP diperbesar di depan pintu BKD

Kota Pontianak,agar setiap pegawal
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